 PROVINSI JAWA TENGAH
. PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
* .. NOMOR 137 TAHUN 2016
© .. ..TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang a. - ba_hvva dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
' Perﬁlhaiirdannon Ferizinan dengan terbentuknya
DmasPcnanamanMoJal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pinty, K@taSemara.ng, maka perlu adanya pelimpahan
. kewenangan’ penandatanganagx Perizinan dan non
Perizinan 'kepada Kepala Dina¥ Penanaman Modal dan

. Pelayalgia&lTerpadu Satu Pintu Kota Semarang;
b.' “bahwa ¢ ngan ditetapkan Peraturan Daerah Kota
- -Sétibrdng Notdor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan*Snsnnan«Perangkat Daerah Kota Semarang, maka
Keputu,san“f.WalAikota Semarang Nomor 875.1/000255
il tehtanig H Pefidelegasian Wewenang Penandatanganan
- Perizinan -Penanaman Modal kepada Kepala Badan
'Pelay4tiat’ * Perizinan Terpadu Kota Semarang dan
~ Keputiisan ‘Walikota Semarang Nomor 875.1/2/2011
tang . "@delegasian Wewenang Penandatanganan
sdan Non Perjinan Kepada Kepala Badan
atan 1 Rerijinan . Terpadu  Kota Semarang
g ak nana. .telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan:i... Keputusan Walikota - Semarang
Nomor - 875.:1/691 Tentang Perubahan Kedua Atas
putusan” Walikota Semarang Nomor 875.1/2/2011
»; ’.feﬂféu:l el_égasian Wewenang Penandatanganan
~ Perijin: Non Perjinan Kepada Kepala Badan
'erijinan Terpadu Kota Semarang sudah




Mengingat

™,

-

pertimbangan  sebagaimana
: f-a dan huruf b, maka periu rnenetapkan

: nangan
i nan kepada Kepala Dmas Penanaman Modal dan

Ag- 5ndang 'Nomor 16 Tahun 1950 tentang
entukan .Daerah-daerah Kota Besar Dalam
L__ kungan ‘Propinsi Djawa Timur, .Djawa Tengah,
Ljawa: Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta,

Und"’ g~Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
ye enggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,
; Dan Nepoﬁsme (Lembaran Negara Republik

: tentang
odal (Lembaran Negara Republik

donesia Nomor 4724);

25 Tahun 2009 tentang

12 * Tahun 2011 tentang
Pcraturan Perundang-undangan

234);

:Nomor 23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik
al;mn 2014 Nomor 244 Tambahan

‘:pubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
-f:Lembaran Negara Republik Indonesia




&

10.

11.+

12.

13..

14.

15.

femenntah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
, amatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
'hgkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri,

D .avaﬂayah Prop1n31 Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan

’D'éerah (Lembara.n Negara  Republik

‘Sa}naan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
visata Dsmn Ekonomi Kreatif Di Badan
Penanaman Modal (Berita Negara Republik
;un 2014 Nomor 1925);
Menteri Pendayagynaan Aparatur Negara
masi Birokrasi Nomot 15 Tahun 2014 tentang
andar Pelayanan (Berita Negara Republik
ahun 2014 Nomor 615);
- ‘teri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014

Rubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
) .. Menteri Perdagangan Nomor
tR/12/2014 tentang Pendelegasian
HE -‘?Penerb1tan Perizinan Penanaman Modal
3] Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
\\P;lntu (Berita Negara Republik Indonesia
lomor 1991) sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Perdagangan
/M:DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan
’ J,?eraturan Menteri Perdagangan Nomor
ER/12/2014 tentang Pendelegasian
‘Penerbitan Perizinan Penanaman Modal
odal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Pintu (Berita Negara Republik Indonesia

b
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16. i Perindustrian Nomor

"-ER/ 12/2014  tentang Pendelegasian

) emberian Perizinan Di Bidang Industri

im ‘Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita
Negaia R¢pubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 1911);

17. 1 an Menteri Kesehatan Nomor 05/PRT/M/2016

o tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita

R :Neg a Repuibhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
18,71 war Menterl Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016

tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana
Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1197);

19. Pe' tliran - Daerah Kota  Semarang Nomor 8

‘."I" hun ' 2014, tentang Perizinan Dan Non Perizinan

’aran Das:—:rah Kota Semarang Tahun 2014

\ 'ahan Lembaran Daerah Kota Semarang

O | ' 20.

:;aerah Kota Semarang Nomor 14
angkat; Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah

eniarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
' ] ae;rah Kota Semarang Nomor 114);

Menetapkan PERA

N
) '
3 4 RIS Shi

1. Daerah adalahikg
2. Pemerintah Dae

8 3. Walikota adalah W

5. Perangkat Dae
Perwakilan Rakye
yang menjadi ket

,ﬁiup(sur pembantu Wahkota dan Dewan
alam penyelenggaraan urusan pemerintahan




T,

P

e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

¥

R

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu yang
selanjutnya disebut Dlnas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota
Semarang. '

Pelayanan Terpadu Satu Pmtu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
kegiatan penyelenggaraan Penzman dan non Perizinan yang proses
pengelolaannya mu1a1 dari’ tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya
dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Penanaman  Modal; dalah begala bentuk kegiatan menanam modal, baik
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asmg untuk
melakukan usaha di Wﬂayah Negara Republik Indonesia.

Perizinan adalah pembenan legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/ keglatan tert‘ tu,. balk dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar
Usaha.

Non Perizinan. adalalgﬁ do men ‘dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu

kepada seseorang. -atau’ Sekelompok orang dalam ranah hukum
administrasi negara.,,

Pelimpahan Ke agl‘lgan
hak, kewajiban, ‘dan pertanggung]awaban dari pejabat yang mem111k1

kewenangan kepad ripe_]abat yang diserahi kewenangan penandatanganan
Perizinan dan bl

Pelayanan Pubhk, ' Mfan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
clayanan sesuai dengan peraturan

l'iliok ukur yang dipergunakan
yanan dan acuan penilaian

sebagai
kualitas

dalam rangka :
terukur.




| , BAB I
L '-«;--MAKSUID:. DAN TUJUAN

(1)

(2) Tyuan d1tetapk i Peraturan W ahkota ini adalah

a. memberikan’ kepastlan hukum bagi penyelenggara dan masyarakat;

b. mewujudkan tertlb admlmstra31 dan meningkatkan pelayanan kepada
Masyarakat:. melalua penyederhanaan penyelenggaraan Perizinan dan
non Per1z1nan"-~: Fo

c. mendorong: flnvestas1 dan 1k11m usaha serta mendorong partisipasi
pelaku usaha dan masyarakat yang terkait dengan Perizinan dan non
Perizinan, dan »

d. memberikan kejelauan tata cara dan koordinasi antar perangkat

daerah dalam ‘] ‘nggaraan Perizinan dan non Perizinan yang
("'”\ '  efektif daniefesien.

kcw angan penaindatanganan Perizinan dan non

rnangan daegah kepada Kepala Dinas.
(2) i

N
¥

*

t‘}l

(1) Tim Tekrus terd1r1 dar1 pe i
jabat struktu al
dari Perangka"’ B ral dan/ atau pejabat fungswnal




(3)

()

- (5)

(1)

(2)

(3)

(1)

@)\

(2)

- Pembinaan sebagalmana dl:

¥

k4

Pembentukan Tim- Teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut deng n'Keputusan Walikota.

i ’sud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk
memberikan saran dan pertlmbangan teknis dalam rangka memberikan
rekomendasi mengenal dltCrlmd atau ditolaknya suatu permohonan
Perizinan dan non Perizinan.

Tim Teknis sebageumana dimaksud pada ayat (3) bertanggung]awab
kepada Kepsdla: Dlnas melalu1 Kepala Bidang Perizinan I, Kepala Bidang
Perizinan II ‘dan- Kepala Bidang" Perizinan III pada Dinas Penanaman
Modal dan PTSP dtas dlterbltkannya rekomendasi dari Kepala Perangkat
Daerah yang terkeut secara teknis.

Kepala Perangkat Daerah yang terkait secara teknis dapat
mendelegasikan kewenangan ' penandatanganan rekomendasi
sebagaimana d1maks_1_1d pada ayat (4) kepada Tim Teknis.

H Pasal 7

Pertimbangan. 'iteknis sebggain ana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
didasarkan pada has11 kajlan normatif dan/atau hasil 'pemeriksaan
laparigan. . ..., . S

Pertimbangan, .t kms yang didasarkan pada ka]1an nonnatlf dituangkan
dalam risalah, pe; vtlmbangan eknis.

Pert1mbangan ,da{sarkan pada kajian normatlf dan/atau
pemeriksaan»lagang angkan dala:é’Benta Acara.

sl \
R .

| L _g.PasalS

Tim Teknis ; dalam :rgnproses dokumen Perizinan dan non Perizinan

- ‘berada di Dinas. Penanaman Modal dan PTSP.

Dokumen sebagalmana d1maksud pada ayat (1) harus berada di Dinas

Penanaman M odal dan P’I‘bP

memngkatkan#

aksud pada ayat (1), meliputi:

a. lt;:oolx{"dmam dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi térkait secara
erkala; po

b. pemberian - bnnbmg:_:'
mengajukan perm@h@n

Edan ~konsultasi bagl masyarakat yang

rpelatihan bagi pelaksana; dan

an;” apengémbangan, dan pemantauan penyelenggaraan
Penzman dan;nom Perlzman '
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o Pasal 10

(1) Pengawasan proses Per1zman dan non Perizinan dilakukan oleh Walikota.
(2) Untuk melakukan pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dltunjuk pejabat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi
pengawasan. :

" BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
:'Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputiisan Walikota
Semarang Nomor ™ 8751/ 000255 tentang  Pendelegasiap  Wewenang
Penandatanganan Perlzlnan 'Penanaman Modal kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan" Terpadu Kota Semarang dan Keputusan Walikota
Semarang Nomor -  875.1/2/2011 tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Perljman dan Non Perjinan Kepada Kepala Badan Pelayanan
Perjjinan Terpadu. Kota; Semarang sebagaimana telah diubah jpeberapa kali,
terakhir dengan. Keputusan ‘Walikota Semarang Nomor 875. /691 Tentang
Perubahan Kedug,Atas. Keputusan ‘Walikota Semarang Nomor 875.1/2/2011
tentang Pendelegaman Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non
Perjinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadii Eota Semarang
dicabut dan dlnyatakan tidak. berlaku

L]

Pasa.l 1" |
i v _ !
Peraturan Walikotqé,in,iﬂmulai;.be;rl’_@kq;;sejak tanggal diundangkanf.

" l

ok

¥

Agar semap orang m‘,v”getahuln. A,

memerintahkan pengundanéan Peraturan
Walikota ini dengan pensmpatannya

dalam Berita Daerah Kota Semarang.

g s e ' Ditetapkan di Semaralmg
A . pada tanggal 30 Deselmber 2016
WALIKOTA SEMARA G

; EE NI NERE HENDRAR PRIHADI
Dlundangkan d1 Semarang o :
pada tanggal 30 Desember 2()16»-“ |

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 137
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 137 TAHUN 2016

TENTANG f

PELIMPAHAN . KEWENANGAN
PENANDATANGANAN ' PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA  DINAS | PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SEI\!/IARANG

DAFTAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN'TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

R Y

)
1

..,;-'

_JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

2

zin Pnns1p Penanaman Modal ,

Izin Prinsip. P,e, uapan Penanaman Modal

Izin Prinsip Perub a,n Penanaman Mogdal

| Izin Usaha Pena.n an Modal

.

Izin Prinsip Perluas c

Y

1 Penahaman Modal

Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal {Merger)

Izin Prinsip, Perubahanf,’enandman Modal

hE™

-

}‘“ﬁ%\
o~ olalsle|e]=]~

) | Persetujuan ‘Sakit
@ | Persetujuanv;ﬁ ,‘_Venengpatan Pengelolaan L'1M“enara‘.'I‘elekomhnikasi
= fBersama e L ' ' B
12.

Persetujuan,

Persetujuan

_Pengesahanl':e‘:urat;“ ;ernyaataan Pengelolaan Lingkungan (SPbL) \/

Surat Izin Usaha Berda angan (SIUP)
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No

""JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

2

21.

Izin Us_aha Toko

odern (IUTM)

22,

Izin Usaha Pu

Eéianj aan

23.

12in Usaha Kawasan Industn (IUKI)

24.

Tanda Daftg;‘ 1

) éan TDP)

25.

26.

27.

1 28.

29..

30.

31.

32.

33.

Izin Usaha -T6

34.

Izin Pet ShQ

35.

Izin Poultry

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

S1.

| 52.

Izin Praktelg

| 53.

Izin Prakfé
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5 No
: 1
86. -
87.
88.
89.
+ | 90. )
I 91.
I L
o | 92. _
! Ut 93. | Tanda Daftar Usaha Cafe '
' v | 94. | Tanda Daftar:anhla Jasa Boga Katering [ R T e ek
95. Pusat enjualan Makanan (@l focnd ’,f’f Ltsp vons
meﬂ w"96.
X, o7
. w| 98.
.| 99.
-] 100.
| 101.
“ 102 afta
Tanda Daftar. ang Olah Raga méliputi: Lapangan Golf,
v | 103.| Rumah Bﬂyard Gelmlggang:Renang, Lapangapm Tcms dan Gelanggang
Bowling
| 104. Tanda Daftar Us a Gelanggang Sem mehpuh Sanggar Seni, Galeri Seni
v dan Gedung P ‘tlmjukan Senj Y
w 105.
™| 106.
] 107.
w1 108.
v | 109,
L | 110.
111.
v | 112.

113.

114.| Tanda Daf,t'_

Tanda Daftar Us
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No

" JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

2

115.

Tanda Daftar Usaha J asa Pramumsata b

v’ | 116.

Tanda Daftar. U 'al_;a Jdsa ‘Wisata Bahari meliputi: Wisata Selam, Wisata
Perahu Layar, sata.- Memancmg, Wisata Selancar dan Dermaga bahari

1117,

Tanda Daftar’ Usaha Wisata Sungai, Danau dan Waduk meliputi: Wisata
Arung Jeram dan Wisata Dayung

A 118.

Tanda Daftar‘ & 'aloanecantlkan dan Baber Shop “"6‘” Ve ™ 3) K

| 119.

Tanda Daftar Usaha. Pusélf Kesehatan (Healt Centre) dan Pusat
Kesegaran Jas a.m'l (Fltness Centre) ™ D

\/' 120.

Tanda Daftar Jsaha, Sarana dan Fasilitas Olah Raga 0 >

WALIKOTA SEMARANG :

HENDRAR.PRIHADI

13




